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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

Pengembangan bidang pertahanan seperti alutsista dan kualitas sumber daya manusia 

di bidang pertahanan memiliki hubungan erat dengan aktifitas diplomasi pada bidang 

kerjasama pertahanan. Fris menjelaskan, aktifitas pengembangan pertahanan dan kekuatan 

bersenjata saat ini telah menyeimbangkan usahanya ke arah yang proaktif, aktifitas 

perjanjian jangka panjang, membangun rasa saling percaya untuk mencapai pengakuan yang 

mengarah pada usaha pencegahan konflik, perkembangan tersebut selanjutnya dikenal 

dengan defence diplomacy (Fris, 2013, p. 7). Praktek diplomasi yang bergerak pada bidang 

pertahanan dapat dilihat pada hubungan Indonesia dengan negara asing, Gindarsih 

mengatakan bahwa Indonesia menjalin hubungan kerjasama pertahanan bilateral dengan 

beberapa negara yaitu: Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, China, Thailand, 

Jepang, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Brunei, Turki, yang merupakan daftar negara teratas 

yang menjalin hubungan bilateral dalam diplomasi pertahanan (Gindarsah, 2015, p. 16). 

Belanda merupakan mitra atau partner komprehensif yang melakukan kerjasama di 

berbagai bidang dan sudah berlangsung cukup lama, pada penelitian ini penulis berfokus 

pada hubungan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan 

Belanda. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda telah terjalin sejak lama, dan 

hubungan bilateral antara keduanya juga memiliki fondasi yang kuat, khususnya sejak tahun 

2005 pemerintah Belanda mengakui secara moral dan politik proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan terdapat paling tidak 74 perjanjian 

bilateral yang ditandatangani sejak 1952 – 2018 (Abraham et al., 2019, pp. 2–5). Hubungan 

bilateral Indonesia dengan Belanda yang telah berlangsung sejak cukup lama, menghasilkan
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cukup banyak jumlah perjanjian yang telah disepakati. Kerjasama Bilateral antara 

Indonesia dan Belanda telah menyepakati Joint Declaration by The Government of The 

Republic of Indonesia And the Government of Netherlands On A Comprehensive 

Partnership, pada tahun 2013, didalamnya teradapat butir-butir kesepakatan yang 

diharapkan untuk mengambil tindakan nyata dalam maksud merealisasikan kesepakatan 

tersebut, terangkum bagian kerjasama di bidang-bidang sebagai berikut:  

1) International Affairs 

2) Political and Security Cooperation  

3) Economic and Sustainable Develeopement Cooperation 

4) Socio-culutral and Other Areas of Cooperation 

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Belanda kemudian berkembang salah satunya 

di bidang kerjasama pertahanan pada tahun 2014 yang kemudian di sepakatilah sebuah nota 

kesepahaman/memorandum of understanding (MoU), nota kesepahaman ini menjadi 

batasan dalam penelitian penulis untuk membahas keberhasilan yang tercapai dalam usaha 

diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Belanda yaitu, kerjasama 

pertahanan yang termasuk di dalam cakupan kerjasama pada nota kesepahaman tersebut. 

MoU atau Nota Kesepahaman ini membahas tentang kesepahaman pada kerjasama 

pertahanan. Kerjasama yang terlampir pada nota kesepahaman menyebutkan ruang lingkup 

kerjasama yaitu sebagai berikut (RI, 2014, pp. 2–3):  

1) Dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional 

2) Pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari Lembaga 

masing-masing para pihak 

3) Kerjasama materiil pertahanan 

4) Berbagi informasi dan/atau pengalaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada:  

a) Hukum militer dan sejarah militer, 

b) Pengendalian krisis, penanggulangan bencana dan kegiatan pencarian dan 

penyelamatan, 



 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

3 

c) Ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alih teknologi di bidang yang 

menjadi kepentingan bersama, 

d) Intelijen militer, dan 

e) Keamanan maritim, kontra-terorisme, dan bantuan kemanusiaan serta 

penanggulangan bencana. 

5) Pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga angkatan bersenjata dari kedua 

negara, serta pengembangan kerjasama dalam bidang sebagai berikut: 

a) Pendidikan, pelatihan dan latihan, 

b) Kunjungan kapal, 

c) Logistik, dan 

d) Operasi pemeliharaan perdamaian. 

6) Peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada Lembaga-lembaga 

pertahanan dari para pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan 

7) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama. 

Fenomena kerjasama antar negara yang saat ini kita lihat menunjukan bahwa pendapat 

mengenai perubahan politik internasional menghadapkan negara untuk melakukan 

kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian dan kestabilan global. Holsti 

mengatakan bahwa pondasi perdamaian pada pandangan liberal klasik terletak pada susunan 

internal negara dan hubungan antar masyarakat dalam mengatur hubungan diplomatik antar 

negara. Ini menyimpulkan secara tidak langsung perdamaian tidak memungkinkan bila 

praktek otoriter dan totaliter berkuasa, atau pada sebaliknya mengusulkan bahwa 

perdamaian hanya mungkin terjadi di dalam demokrasi (Holsti, 2016, p. 176). Liberalis 

memandang positif human nature, dan meyakini bahwa hubungan internasional lebih 

bersifat koperatif daripada konfliktual, dan percaya terhadap kemajuan (Robert Jackson, 

2013, p. 99). Peran dan tugas kekuatan militer untuk memperluas kekuasan, telah berubah 

ke arah peran kekuatan militer sebagai alat untuk pencegahan konflik. Diplomasi pertahanan 

yang dilakukan oleh Indonesia berkenaan dengan Buku Putih Pertahanan Republik 

Indonesia tahun 2015, yang menjelaskan bahwa Indonesia perlu melakukan kerjasama untuk 
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meningkatkan kapabilitas pertahanannya, dan melihat arah pembangunan pertahanan negara 

yang diselenggarakan untuk mewujudkan pertahanan militer dan nirmiliter menuju kekuatan 

maritim regional yang disegani di kawasan Asia Pasifik dengan prinsip defensif aktif dalam 

rangka menjaga kepentingan nasional (Kemhan RI, 2015, p. 38). Demi mencapai 

terwujudnya keinginan Indonesia dalam mengembangkan kekuatan maritim yang bertujuan 

untuk menjaga kepentingan nasional, maka diperlukan pengembangan alutsista dan kualitas 

atau profesionalitas sumber daya manusia melalui kerjasama pertahanan dengan negara lain 

baik dalam cakupan bilateral maupun multilateral, karena keadaan alutsista dan kualitas 

sumberdaya manusia sangat perlu di kembangkan. 

1.1.1. Gambaran Keadaan Pertahanan Republik Indonesia Pada Bidang 

Alutsista 

 Indonesia memiliki jumlah wilayah yang cukup besar dan terdiri dari ribuan pulau, 

dan tentu saja memiliki jumlah wilayah perairan/maritim yang cukup luas sehingga menjadi 

kepentingan negara untuk menaruh perhatian dalam menjaga keamanan dan kestabilan pada 

wilayah kedaulatan Indonesia. Kementerian Pertahanan mendorong terciptanya kemandirian 

pada industri pertahanan untuk terus memenuhi kebutuhan pertahanan, yang menjadi strategi 

pertahanan pada Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2015 yang menjelaskan bahwa, 

strategi pertahanan semesta (total war) tetap mengacu pada pembangunan sistem pertahanan 

negara yang dibangun melalui skala prioritas yaitu: peningkatan profesionalitas TNI, 

penyiapan pengembangan kekuatan rakyat, dan pengembangan teknologi pertahanan dalam 

mendukung ketersediaan alutsista (Kemhan RI, 2015, pp. 50–51). Mengutip hasil publikasi 

rapat koordinasi teknis Ditjen KUATHAN (Kekuatan Pertahanan) Kementerian Pertahanan 

Republik Indonesia memaparkan bahwa pada tahun 2019 pembangunan MEF (minimum 

essential force) tahap II pencapian baru berada pada 63,19% dari target 75,54% yang 

memiliki selisih 12,35%, yang akan diteruskan pada MEF tahap III untuk tahun 2020-2024 
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dan selanjutnya akan menyusun strategi untuk mendorong pemenuhan target dari MEF 

(Kemhan RI, 2020, p. 1).  

Kerjasama antara Indonesia dan Belanda salah satunya ialah pada pengembangan 

kerjasama pada bidang pembuatan kapal perang, sehinga penulis hanya melampirkan 

alutsista di sektor maritim yang terkait pada kerjasama pertahanan antara Indonesia dan 

Belanda, dan berikut merupakan tambahan informasi mengenai ketersedian alutsista maritim 

yang dimiliki oleh Indonesia: 

Tabel 1. 1 Gambaran Alutsista Sektor Maritim Republik Indonesia 

NO ALUTSISTA TNI Jumlah KETERANGAN 

1. Kapal 
Fregat/perusak 7 

 belum cukup untuk menjaga wilayah laut 
Indonesia yang begitu luas, diperoleh dari 

pembelian dan produksi bersama 

2. Kapal Korvet/kapal 
kecil perusak 24 diperoleh dari hasil pembelian 

3. 

Mine 
Warfare/Kapal 

pendeteksi ranjau 
laut 

10 belum dapat optimal dalam menjaga 
wilayah perairan Indonesia 

4. Submarine/kapal 
selam 5 Masih belum memenuhi kebutuhan 

pertahanan perairan Indonesia 

5. Sea Patrol/kapal 
patroli laut 156 Cukup banyak, tetapi kapal ini tidak 

memiliki kapabilitas untuk bertempur. 
Sumber: Global Fire Power Index, 2020 

1.1.2. Masih Adanya Permasalahan Pada Kualitas Sumber Daya Manusia 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam mendorong kapabilitas 

pertahanan, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menghambat 

perkembangan kapabilitas pertahanan, kekuatan militer Indonesia mengutip dari website 

Global Fire Power Index, Indonesia yang menempati posisi ke-16 kekuatan militer dan 

memiliki kekuatan personel militer sebanyak 130,868,127 orang, dengan beberapa rincian 

seperti 108,620,524 orang non-militer siap untuk maju berperang apabila diperlukan, 400 

ribu prajurit militer yang aktif dan 400 ribu prajurit cadangan (Global Fire Power, 2020, p. 
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1). Melihat kualitas dan kuantitas TNI masih belom optimal sehingga diperlukan 

pengembangan sumber daya manusia atau tingkat profesionalitas TNI. Dzikri dalam 

penelitianya mengambil contoh pada TNI AD melalui data wawancara beliau yang 

menemukan bahwa permasalahan pengembangan kualitas TNI terdapat pada pemenuhan 

kebutuhan litbang baru mencapai 70%-80% dan pada segi kualitas ditemukan bahwa latar 

belakang kemampuan teknis tidak memenuhi kebutuhan, sementara Litbang memerlukan 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis seperti sarjana teknologi dan sains 

(Dzikri, 2016, p. 141). 

1.1.3. Dinamika Pertahanan Regional Kawasan Asia Tenggara 

Dinamika pertahanan pada wilayah regional Indonesia menjadi hal yang menurut 

penulis jadi sebuah alasan kenapa hubungan bilateral kerjasama Indonesia perlu di 

kembangkan pada bidang kerjasama pertahanan dan keamanan, mengingat semakin 

meningkatnya aktivitas militer di kawasan Laut China Selatan yang di picu dengan adanya 

tindakan China yang pada sengketa wilayah perairan Laut China Selatan, dimana negara-

negara yang berada di wilayah Laut China Selatan merasa tindakan China melanggar 

peraturan Internasional (Zona Ekonomi Ekkslusif/ZEE) sehingga negara-negara yang 

berada pada wilayah Laut China Selatan melakukan peningkatan kapabilitas pertahanan 

mereka. Smith menjelaskan dinamika pertahanan di wilayah Asia meningkat secara drastis 

termasuk juga India sepanjang tahun 2016 sampai 2020. Peningkatan pengeluaran 

pertahanan meningkat 50% dalam 5 tahun dan mencapai 250 triliun dolar. Ini menjadi hal 

yang sangat mencolok dengan melihat tidak adanya konflik antar negara di kawasan selama 

40 tahun belakangan. Berikut informasi singkat negara yang melakukan peningkatan 

kapabilitas pertahanan (M. Smith, 2018, pp. 29–31): 
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Tabel 1. 2 Aktifitas Perkembangan Pertahanan 

No Negara Keterangan 
1. Singapura Melakukan pembelian 8 kapal tempur pesisir dan 2 kapal 

selam pada tahun 2016 
2. Malaysia Membentuk korps militer baru untuk menjaga wilayah 

ZEE dari nelayan China, dan 2015 meningkatkan intensitas 
patroli laut. 

3. Indonesia Menggandakan anggaran pertahanan sejak 10 tahun 
belakangan, meningkatakan instalasi pertahanan di laut 
Natuna, dan alokasi anggaran pertahanan untuk membeli 
kapal frigat/perusak dan kapal selam. 

4. Vietnam Menggandakan anggaran pertahanan sepanjang tahun 
2005-2010, dan menggandakan kembali anggarakan 
pertahanan pada 2015. Melakukan akuisisi kapal perang 
yang termasuk diantaranya 6 kapal selam kelas Killo dan 4 
kapal Frigates kelas Gepard dari Rusia. 

5. Filipina Filipina melakukan pembelian kapal penjaga pesisir dari 
Amerika Serikat, kapal tempur dari Korea Selatan, kapal 
frigate dan SSV   

6. Myanmar Menerbitkan Buku Putih Pertahanan pada tahun 2016 yang 
membahas keamanan nasional terkait isu perbatasan  

7. India Menandatangai kesepakatan multi-triliun dolar dengan 
Amerika Serikat terkait pengadaan helikopter tempur, 
Kapal terbang angkut kelas berat. 

8. Australia Pada tahun 2014 Australia mengeluarkan anggaran 12 
triliun dolar untuk membeli 48 pesawat tempur, 41 tirliun 
dolar untuk pembelian kapal selam dari Prancis 

Sumber: M. Smith, 2018 

Indonesia memiliki respon terhadap isu sengketa di Laut China Selatan, tetapi 

Indonesia terlihat masih berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif dengan 

tidak menunjukan keberpihakanya. Laksmana dalam Smith (M. Smith, 2018, p. 79) 

mengatakan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia diarahkan pada confidence building 

measure/CBM, pengembangan kapabilitas (pertahanan), pengembangan industri 

pertahanan, daripada turut serta pada koalisi kerjasama militer anti-China.  

Belanda memiliki hubungan baik dengan Indonesia dengan melihat sepak terjang 

hubungan bilateral kedua negara, Indonesia yang memiliki niat untuk mengembangkan 

hubungan kerjasama disambut baik oleh Belanda dengan munculnya kesepakatan Joint 

Declaration Letter antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang di dalam butir-
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butir pokok kerjasama terdapat kerjasama di bidang politik dan keamanan yang mencakup 

pada hal-hal yang berkaitan pada kerjasama pertahanan, mendukung nilai-nilai hukum 

internasional dan nilai keamanusiaan (Kemlu RI, 2013, p. 3). Kerjasama pertahanan antara 

Indonesia dan Belanda berlanjut dengan disepakatinya Nota Kesepahaman Kerjasama 

Pertahanan sejak tahun 2014-2019 yang meliputi enam bidang yaitu, 1) dialog strategis 

keamanan regional dan internasional, 2) pertukaran kunjungan pejabat pertahanan kedua 

negara, 3) kerjasama materiil pertahanan meliputi kerjasama produksi, pemeliharaan dan 

dukungan logistik, pertukaran dan alih teknologi dan informasi, pelatihan teknis personil dan 

kerjasama industri pertahanan, 4) pertukaran informasi dan pengalaman hukum dan sejarah 

militer, penganggulangan bencana, IPTEK, intelijen militer dan keamanan maritim, 5) 

meningkatkan hubungan antar angkatan bersenjata kedua negara di bidang pendidikan dan 

pelatihan, kunjungan kapal, logistik dan operasi pemeliharaan perdamaian, 6) kerjasama 

dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pertahanan melalui pendidikan dan 

pelatihan (Kemhan RI, 2014, p. 1). 

Dari data yang ada sebelumnya menunjukan bahwa masih terdapat beberapa hal yang 

perlu di kembangkan pada postur pertahanan Indonesia, ditambah dengan adanya dinamika 

di kawasaan semakin memaksa Indonesia untuk lebih menaruh perhatian nya pada bidang 

keamanan. Sebelumnya hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Belanda yaitu, 

kerjasama pengadaan alutsista, dan selanjutnya cakupan bidang kerjasama menjadi lebih 

luas tidak hanya pada proyek pengadaan alutsista namun juga pada pengembangan sektor 

dan kapabilitas pertahanan mulai dari pertukaran informasi, pelatihan dan pendidikan 

militer, logistik, hingga pada pemeliharan perdamaian, yang dijabarkan pada nota 

kesepahaman yang telah disepakati, selanjutnya nota kesepahaman di bidang pertahanan ini 

di perpanjang untuk lima tahun kedepan, mengingat perkembangan alutsista masih belom 

mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak tahun 2014-2019 dengan melihat pada 
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pencapaian MEF tahap II yang masih belum memenuhi target 75% seperti yang dijelaskan 

sebelumnya. Penulis juga mengutip dari halaman website Global Fire Power yang 

mencantumkan bahwa Indonesia memiliki indeks kekuatan militer yang berada pada posisi 

ke-16 dunia, yang jauh berada diatas Belanda yang berada di posisi ke-36 (Global Fire 

Power, 2020, p. 1). Uraian-uraian diatas pun semakin menimbulkan rasa keingintahuan 

apakah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia khususnya pada hubungan kerjasama 

dengan Belanda dilaksanakan cukup efektif atau belum cukup efektif.  

Hal tersebut kemudian menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai efektivitas diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia mengingat kerjasama ini 

tetap berlangsung/diperpanjang sehingga dirasa perlu untuk mengetahui ke-efektivitasnya 

dalam mencapai kepentingan pertahanan nasional Indonesia. Berdasarkan beberapa 

pertimbangan maka penulis ingin mengajukan sebuah penelitian berjudul “Efektivitas 

Diplomasi Indonesia Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda dalam Mencapai 

Kepentingan Nasional Pertahanan Indonesia”. 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 
 

Berdasarkan fenomena dan gejala yang terdapat yang terdapat di bagian latar belakang 

di atas, maka selanjutnya dirumuskanlah rumusan masalah penelitian yaitu, “Bagaimana 

efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dengan Belanda dalam mencapai 

kepentingan pertahanan nasional Indonesia?” 
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1.3.  BATASAN MASALAH 
 

Penulis dalam penelitian ini membatasi permasalahan penelitian pada Nota 

Kesepahaman yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda dalam kerjasama pertahanan, 

sehingga diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda merujuk pada 

batasan atau ruang lingkup kerjasama pertahanan yang tercantum pada Nota Kesepahaman 

Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Belanda 2014-2019. 

1.4.  TUJUAN PENELITIAN 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan informasi 

mengenai kerjasama pertahanan melalui nota kesepahaman antara Indonesia dan Belanda 

yang disepakati, serta melakukan analisis untuk mengetahui efektivitas diplomasi yang 

dilakukan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional pertahanan Indonesia. 

1.5.  MANFAAT PENELITIAN  
 

Pada penelitian ini terdapat 2 macam manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi akademisi dan para peneliti 

selanjutnya untuk menambah wawasan dan memberikan inspirasi dalam penelitian 

terkait pada kajian diplomasi bidang kerjasama pertahanan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk lembaga atau instansi 

terkait, sebagai sarana untuk menambah informasi atau menjadi pertimbangan dalam 

menentukan arah atau kebijakan di masa depan terkait, kerjasama pertahanan antara 

Indonesia dan Belanda 
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1.6.  TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bagian sub-bab ini penulis menjadikan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 

2015, sebagai pedoman mengenai kepentingan nasional Indonesia khusunya di bidang 

kerjasama pertahanan internasional. Pada proses menelaah topik dan pembahasan 

permasalahan yang sebelumnya telah dibahas di atas, penulis akan menjelaskan mengenai 

teori efektivitas dan mengaitkan konsep dari kepentingan nasional dan melakukan analisis 

lebih mendalam tentang efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dengan Belanda 

dalam mencapai kepentingan nasional pertahanan Indonesia. 

Penulis juga merangkum beberapa literatur atau penelitian sebelumnya, yang berkaitan 

pada hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain, yang akan 

dirangkum pada tabel berikut ini   

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Terdahulu Keterangan 

1 

Nama Penulis Yoshua Parulian, Hari Utomo, Yusnaldi 

Judul 
Analisis Confidence Building Measure (CBMs) 
Terhadap Kerjasama Bilateral Pertahanan 
Antara Indonesia Dengan Singapura 

Nama Jurnal Jurnal Keamanan Maritim Volume 4 no 3 tahun 
hal: 88-109 

Tahun 2018 

Hasil Penelitian 

Menjelaskan peranan DCA (Defence 
Cooperation Agreement) sebagai bentuk 
kerjasama pertahanan yang didasari pada konsep 
Confidence Building Measure (CBMs) antara 
Indonesia dan Singapura 

Perbandingan 

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui 
efektivitas dari Diplomasi Pertahanan Indonesia 
yang merupakan bagian dari kerjasama 
peratahanan Indonesia-Belanda dalam mencapai 
kepentingan nasional Indonesia. Perbandingan 
terdapat pada objek atau konsep kerjasama, yaitu 
penulis ingin melihat keberhasilan kegiatan 
diplomasi pertahanan merujuk konsep Cottey 
dan Forster, sedangkan Pada penelitian 
sebelumnya melihat bentuk kerjasama yang 
menghasilkan DCA yang mengacu pada konsep 
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CBMs, yang merupakan usaha kerjasama 
pertahanan pada hubungan Indonesia-Singapura.  

2 

Nama Penulis Syaiful Anwar, Lasmono, Firda Nuzulia  

Judul 
Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam 
Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-
Amerika Serikat (2012-2017) 

Nama Jurnal Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 4 no 1 
hal: 21-44 

Tahun 2018 

Hasil Penelitian 

Menjelaskan mengenai upaya meningkatkan 
kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan 
Indonesia, melalui konsep Confidence Building 
Measure (CBMs) dan Capacity Building dimana 
penelitian tersebut menemukan bahwa pada 
konsep CBM sudah berjalan cukup baik dengan 
terpenuhinya 4 dari 7 indikator yang terpenuhi, 
dan pada capacity building masih terdapat 
kendala yaitu tidak tercapainya proses transfer 
teknologi dari AS bagi Indonesia. 

Perbandingan 

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui 
efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia yang 
merupakan bagian dari usaha kerjasama 
peratahanan Indonesia-Belanda dalam mencapai 
kepentingan nasional Indonesia. Perbedaan 
terletak pada tujuan penelitian yaitu peningkatan 
hubungan kerjasama pertahanan yang berkaitan 
pada hubungan perekonomian kedua negara 
melalui konsep Confidence Building Measure 
(CBMs) dan Capacity Building yang merupakan 
bagian dari diplomasi pertahanan. 

3 

Nama Penulis Jana Milia, Yandry Kurniawan, Wibisono 
Poespitohadi 

Judul 
Analysis of Defence Cooperation Agreement 
Between Indonesia And Singapore in 2007-2017 
Through Defense Diplomacy Goal Variabel 

Nama Jurnal Jurnal Pertahanan Vol.4 No.2 pp.104-119 
Tahun 2018 

Hasil Penelitian  

Menjelaskan faktor dan variabel yang 
menyebabkan kegagalan diplomasi pertahanan 
Singapura, Indonesia merasa kedaulatan atas 
wilayahnya merasa terancam dengan rancangan 
kerjasama pertahanan antara Indonesia dan 
Singapura, sehingga DPR menolak untuk 
melanjutkan kerjasama dan memaksa Singapura 
untuk merevisi poin-poin kerjasama  

Perbandingan 

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui 
efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia yang 
merupakan bagian dari kerjasama peratahanan 
Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan 
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nasional Indonesia. Perbandingan penelitian 
terdapat pada tujuan penelitian. Pada penelitian 
sebelumnya ialah ingin mengetahui penyebab 
kegagalan diplomasi pertahanan Singapura 
dalam usaha untuk meratifikasi Defense 
Cooperation Agrements (DCA) yang disebabkan 
oleh penolakan oleh DPR karena kebijakan 
tersebut mengancam kedaulatan wilayah 
Republik Indonesia. 

4 Nama Penulis Marina Ika Sari, Leonard F Hutabarat, Amarulla 
Octavian 

Judul Indonesia-India Defense Diplomacy in The 
Indian Ocean 

Judul Jurnal Jurnal Pertahanan Vol.4 No.2 pp: 77-88 

Tahun 2018 

Hasil Penelitian 

Menjelaskan peran diplomasi pertahanan antara 
Indonesia dan India di Kawasan Samudera 
Hindia. Melalui forum komunikasi pertahanan 
antara kedua negara di wilayah Samudera yang 
menjadi wilayah strategis keamanan kedua 
negara dengan tujuan untuk menjaga kestabilan 
keamanan di wilayah tersebut. Indonesia 
diharapkan terus melanjutkan kerjasama untuk 
mendorong kualitas diplomasi pertahanan yang 
semakin baik. 

Perbandingan 

Pada penelitian ini penulis ingin melihat 
efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia yang 
merupakan bagian dari kerjasama peratahanan 
Indonesia-Belanda dalam mencapai kepentingan 
nasional Indonesia. Perbandingan terdapat pada 
objek yang diteliti dan tujuan. Pada penelitian 
sebelumnya dibahas mengenai kerjasama 
pertahanan antara India dan Indonesia dengan 
tujuan untuk meningkatkan kestabilan kawasan 
yaitu pada Samudera Hindia. 

5 

Nama Penulis Luerdi dan Hizra Marisa 

Judul 
Partisipasi Sipil dalam Inovasi Militer: 
Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan 
Turki 2010-2018 

Judul Jurnal Global Strategis Vol 13, No.2 hal: 17-34 

Tahun 2019 

Hasil Penelitian 

Menjelaskan faktor yang mendorong kebijakan 
kerjasama industri pertahanan antara Indonesia 
dan Turki dalam kerjasama pertahanan. 
Indonesia mengejar agenda kemandirian 
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teknologi sehingga melakukan kerjasama 
dengan negara yang berada diluar mitra 
tradisional-nya. 

Perbandingan 

Pada penelitian ini penulis ingin melihat 
efektivitas Diplomasi Indonesia yang merupakan 
bagian dari kerjasama peratahanan Indonesia-
Belanda dalam mencapai kepentingan nasional 
Indonesia. Perbandingan terdapat pada konsep 
pembahasan kerjasama pertahanan. Pada 
penelitian sebelumnya membahas mengenai 
kerjasama pertahanan melalui kerjasama 
pertahanan 

 
1.6.1. KEPENTINGAN NASIONAL PERTAHANAN PADA BIDANG 

PEMBANGUNAN KERJASAMA INTERNASIONAL INDONESIA 

Bidang pembangunan kerjasama internasional merupakan bagian dari kepentingan 

nasional pertahanan negara Indonesia, merujuk pada Buku Putih Pertahanan Republik 

Indonesia tahun 2015 menjelaskan bahwa pembangunan kerjasama internasional diarahkan 

pada peningkatan kerjasama pertahanan secara bilateral maupun multilateral mengacu pada 

kebijakan politik luar negeri bebas-aktif, sekaligus memperkuat jati diri sebagai negara 

kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerjasama internasional yang dimaksud ialah 

kerjasama yang membangun kepercayaan (Confidence Building Measure/CBM), 

pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, 

Pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, 

dialog keamanan, dan kemitraan strategis sesuai kebijakan pemerintah (Kemhan RI, 2015, 

p. 42). 

Kepentingan nasional menurut Burchil biasa digunakan secara terpisah, kendati 

demikian berkaitan satu sama lain. Kepentingan nasional digunakan dalam dua cara, pertama 

untuk menjelaskan dan menentang kebijakan luar negeri, kedua sebagai alat untuk 

menganalisis dan menjelaskan tentang tingkah laku negara dalam urusan-urusan luar negeri. 

Kepentingan nasional digunakan untuk membentuk tindakan politik dalam tujuan untuk 
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mempertahankan, menentang dan mengajukan kebijakan. Komposisi yang membentuk 

sebuah kepentingan nasional terdiri dari beberapa hal (Burchill, 2005, pp. 23–28): 

1) Negara melindungi kedaulatan dan integritas wilayah dari serangan ekternal.  

2) Aset nasional strategis (jalur pelayaran, pelabuhan, dll) dan ekonomis (sumber 

daya) 

3) Pemerintah sebagi agen yang melakukan artikulasi dan interpretasi kepentingan 

nasional 

Peran manusia sebagai agen politik kemudian dikaitkan terhadap konsep 

kepentingan dan kekuasaan, dimana Morgenthau berpendapat  seluruh manifestasi politik 

dan bentuk persekutuan empiris (seperti institusi politik, sistem representasi, pemilihan 

keputusan, diplomasi, dan negosiasi, perang dan perdamaian, organisasi internasional, 

sistem internasional daripada negara, dan lain-lain), yang terlihat sebagai lambang dan 

ciptaan dari human agency, dapat dengan baik menjadi terlihat, diketahui, dan dipelajari 

melalui aplikasi penemuan dari konsep kekuasaan, kepentingan, moralitas dan keterkaitanya 

antara satu sama lain (H. J. Morgenthau, 2012, p. 39). Faktanya setiap negara harus mengejar 

kepentingan nasional mereka sendiri, berarti negara lain dan pemerintahan tidak dapat 

mempercayai atau sepenuhnya dipercayai. Seluruh kesepakatan internasional merupakan 

ketetapan dan bersayarat pada kesedian negara untuk memperhatikan setiap ketetapan. Itu 

membuat perjanjian dan seluruh kesepakatan lain, konvensi, aturan adat, peraturan, hukum, 

dan begitu seterusnya antara negara semata-mata merupakan susunan yang diatur secara 

bijaksana yang dapat dan akan dikesampingkan, apabila terjadi konflik terhadap kepentingan 

vital pada negara (Robert Jackson, 2013, p. 67). Kaitan erat antara kepentingan nasional dan 

kebijakan luar negeri dijelaskan oleh Frankel bahwa apabila kebijakan luar negeri 

didefinisikan sebagai formulasi dari hasil yang diinginkan (diekspektasikan) dan konsekuen 

terhadap keputusan yang di adopsi (dibuat) oleh siapa yang memiliki otoritas (kemampuan) 

untuk mengerjakan perlengkapan dari negara dan merupakan suatu pecahan yang signifikan 
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dari sumber daya negara sampai pada itu, maka kepentingan nasional menjelaskan hasil yang 

diinginkan oleh negara (Joseph Frankel, 1970, p. 18). 

1.6.2. EFEKTIVITAS 

Efektivitas berasal dari kata “efektif”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) memiliki arti yaitu ber-akibat, berpengaruh, berhasil guna. Efektivitas menurut 

Robbins merupakan derajat yang menunjukan bahwa organisasi mencapai atau bertemu 

dengan kebutuhan daripada klien (Robbins & Judge, 2013, p. 63). Pendekatan pencapaian 

tujuan menurut Robbins menyatakan bahwa efektifitas organisasi harus dinilai sehubungan 

dengan pencapaian dari tujuan daripada caranya, kriteria pencapaian tujuan ini ialah 

maksimalisasi laba, memaksa musuh untuk menyerah, memenangkan pertandingan basket, 

membuat pasien menjadi sembuh, dan lain sebagainya (Robbins, 1994, p. 58). 

Gibson menjelaskan pengertian tentang efektivitas yaitu, “goal approach to 

effectiveness” yang memiliki pengertian bahwa perspektif atas efektivitas menekankan peran 

utama dari pencapaian sasaran sebagai kriteria yang menilai/menaksir sebuah efektivitas 

(Gibson et al., 2012, p. 20). Efektivitas memiliki beberapa persepektif menurut Gibson yaitu, 

efektivitas individu, efektivitas grup, dan efektivitas organisasi (Gibson et al., 2012, p. 15) 

 

Sumber: Gibson, 2012 p.8 

A. Efektivitas Individu 

Dicapai melalui aspek pemenuhan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, 

sikap, motivasi, tekanan. Keberhasilan Individu memiliki kaitan erat dengan 

EfectivenessIndividual EffectivenessGroup EffectivenessOrganizati
on
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Kelompok/grup karena individu bekerja di dalam sebuah kelompok atau 

organisasi 

B. Efektivitas Kelompok 

Pada efektivitas Kelompok lebih di fokuskan pada keterpaduan, kepemimpinan, 

struktur/kerangka, peran, Norma. Kelompok merupakan kotribusi peran dari 

individu atau anggota 

C. Efektivitas Organisasi 

Organisasi menekankan pada aspek lingkungan, teknologi, pilihan startegis, 

struktur, proses, budaya. Organisasi merupakan gabungan hasil yang berasal dari 

kelompok dan individu yang menghasilkan produk atau prestasi yang lebih besar 

daripada bagian-bagian kelompok dalam organisasi. 

Efektivitas menurut Mahmudi adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan suatu hubungan antara output dengan tujuan, 

semakin besar output kontribusi dari output maka semakin efektif sebuah organisasi, 

program atau kegiatan (Mahmudi, 2015, p. 86)  

Efektivitas =  !"#$%&'!"#("# !100% 

 Hasil daripada rumus efektifitas diatas kemudian diberikan penilaian, dengan 

mengikuti kriteria nilai efektifitas sebagai berikut: 

Nilai Kerja Efektivitas menurut Mahmudi (Mahmudi, 2015, p. 111) 

Tabel 1. 4 Tingkat Efektifitas 

Pemenuhan Nilai 
100% Efektif 

85%-99% Cukup Efektif 
65%-84% Kurang Efektif 

<65% Tidak Efektif 
Sumber: Mahmudi, 2015, p. 111 
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Pembahasan diatas memberikan pemahaman bahwa efektivitas merupakan pencapaian 

yang diperoleh suatu individu, kelompok atau organisasi sesuai pada tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai. Pada topik penelitian ini peneliti memberikan batasan bahwa hubungan 

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Bealanda termasuk efektifitas organisasi karena 

dianggap cukup sesuai. Penulis membatasi pengertian atau penentuan efektivitas diplomasi 

pertahanan merujuk pada sasaran dan tujuan dari diplomasi pertahanan menurut konsep 

diplomasi pertahanan Andrew Cottey dan Anthony Forster. 

Setelah memahami hubungan pengertian efektivitas, selanjutnya penulis inign 

menjelaskan pengertian diplomasi dan kepentingan nasional yang merupakan bagian dari 

soft power. 

1.6.3. DIPLOMASI 

Diplomasi dikenal sebagai tindakan representatif sebagai aktivitas untuk melakukan 

kontak secara damai (G.R. Berridge, 2001, p. vii). Diplomasi di abad ke-19, akrab dengan 

esensi terhadap hal high-polities, keamanan, dan memastikan kepentingan nasional, di susun 

secara formal, dan kerap kali secara privat, oleh aristocrat dan haut-bourgeois (diatas kelas 

menengah dalam kelompok sosial) secara relatif tidak dapat di sentuh oleh keinginan umum. 

Kedutaan besar memiliki otoritas yang besar. Namun pada abad ke-20 diplomasi lebih 

bersifat terbuka, dalam persoalan terhadap undang-undang, dalam pandangan media, dan 

dibungkus dalam propaganda dan ideologi, populis, sosialis, dan politikus fasis 

mempraktikan diplomasi, kedutaan besar kehilangan pengaruhnya, di ambil alih oleh 

perkembangan komunikasi. Dan kemudian isu low-politics dari ekonomi memperluas 

agendanya, dan isu baru seperti lingkungan, migrasi, dan kemanusian mendapatkan 

posisinya (Michael Graham Fry, Erik Goldstein, 2002, pp. viii–ix). Esensi diplomasi juga 

tidak berubah, seperti biasanya diplomasi akan lakukan ialah, mempromosikan dan 

menjelaskan kepentingan negara/nasional (G.R. Berridge, 2001, p. vii).  
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Diplomasi menurut Barston merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan 

manajemen pada suatu hubungan antar negara dan aktor lainnya. Pada sudut pandang sebuah 

negara, diplomasi berkaitan dengan nasihat, membentuk dan mengimplementasikan sebuah 

kebijakan luar negeri. Seperti tindakan formal suatu negara maupun perwakilan dan juga 

aktor-aktor lain, artikulasi, koordinasi dan menjaga kepentingan yang khusus maupun luas, 

melalui tindakan surat-menyurat, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, melakukan 

lobi, kunjungan kenegaraan, ancaman dan aktivitas yang terkait (Barston, 2014, p. 1). 

Diplomasi menurut Morgenthau dalam bukunya Politic Among Nations merupakan 

karya seni yang menghantarkan elemen-elemen dari national power yang berbeda untuk 

mencapai efek yang maksimal dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional (H. 

Morgenthau, 1997, p. 159).  

Merujuk pada Konvensi Vienna tahun 1961 Artikel 3, menjelaskan bahwa fungsi 

diplomasi ialah (Nations, 1961, p. 3): 

a) Representing the sending State in the receiving state 

b) Protecting in the receiving State the interest of the sending state and of its 

nationals, within the limits permitted by international law; 

c) Negotiating with the Government of the receiving State 

d) Ascertaining by all lawful means conditions and development in the receiving 

State, and reporting thereon to the Government of the sending State; 

e) Promoting friendly relations between the sending State and receiving State, and 

developing their cultural and scientific relations.  

 

Soft power merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan 

lebih mengedepankan daya tarik daripada menggunakan tindakan koersif atau melakukan 

pembayaran/biaya (Joseph S. Nye, 2005, p. 12). Soft power yang di jelaskan oleh Nye 

memiliki keterkaitan dengan konsep kepentingan nasional daripada suatu negara dimana ia 

mengatakan soft power digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan (negara), 

melalui daya tarik daripada menggunakan tindakan koersif atau mengeluarkan biaya. 
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Sumber dari soft power kemudian dijelaskan oleh Nye dimana terdapat tiga sumber yang 

secara primer menghasilkan soft power (Joseph S. Nye, 2005, pp. 34–40): 

1) Culture: kebudayaan, edukasi, literasi, dan seni. Dikatakan apabila kebudayaan 

mempromosikan nilai dan kepentingan yang juga di bagikan oleh yang lain, akan 

meningkatkan kemungkinan untuk tercapainya hasil yang diinginkan. 

2) Political Value: nilai politis baik di dalam negara maupun terhadap urusan luar 

negeri, biasanya berkaitan pada isu kemanusiaan. Nye mengambil contoh ketika, 

terjadi kasus pengucilan ras di Amerika Serikat, menyebabkan Amerika Serikat 

kehilangan soft power mereka. Kemudian Amerika Serikat memiliki kebijakan 

mengenai hak asasi manusia, yang menambah soft power Amerika Serikat. 

Dengan kata lain nilai politik merupakan karakteristik politis nilai yang di pegang 

teguh oleh negara. 

3) Foreign Policy: kebijakan luar negeri cenderung berkaitan dengan pemerintahan, 

dan terhadap sikapnya pada beberapa konteks. Berkaitan aturan yang menjadi 

acuan dalam melakukan hubungan luar negeri dan responya terhadap urusan luar 

negeri. Nye memberikan contoh, pemerintah dalam mengelola nilai politik dan 

kebijakan luar negeri, pemerintah yang di dalam ruang lingkup domestik 

bersistem demokrasi, dan pada ruang lingkung institusi internasional bersikap 

kooperatif/kerjasama dengan negara lain, dan dalam kebijakan luar negerinya 

mempromosikan perdamaian dan hak asasi manusia. 

Nye Juga menjelaskan bahwa teradapat tiga kekuatan atau power yang terdapat pada 

era globalisasi dan revolusi informasi. Kekuatan saat ini tidak begitu nyata (tangible) dan 

tidak terlalu bersifat koersif, terlebih pada negara yang mengedepankan demokrasi. Nye 

kemudian membagikan kekuatan atau power ke dalam tiga bagian dan berikut penjelasan 

nya (Joseph S. Nye, 2005, pp. 62–63). 
Tabel 1. 5 Tiga Bentuk Power/Kekuatan Menurut Nye 

 Behavior 
Primary 

Currencies 

Government 

Policies 

Military Power 

 

Coercion, 

Deterrence, 

Protection 

Threats and 

force 

Coercive 

diplomacy, war, 

alliance. 

Economic Power 
Inducement, 

coercion 

Payment, 

sanction. 

Aid, bribes, 

sanction. 
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Soft Power 
Attraction, agenda 

setting 

Value, culture, 

policies, 

institutions 

Public 
diplomacy, 

bilateral and 
multilateral 
diplomacy 

Sumber: Joseph S. Nye, 2005, pp.62-63 
 

Soft power merupakan suatu bentuk kekuatan atau kemampuan yang memiliki 

kontribusi dalam usaha untuk mencapai salah satu kepentingan (nasional), sama seperti apa 

yang dapat dilakukan oleh hard power, konsep yang tidak meragukan pendapat yang di 

kemukakan oleh kaum realis (Ohnesorge, 2020, p. 60). Nye dalam bukunya The Future of 

Power (Joseph S. Nye, 2011, pp. 94–95) menjelaskan bahwa Soft power kemudian memiliki 

dua macam model dalam mempengaruhi mempengaruhi targetnya, sebagai berikut:  

Gambar 1. 1  Model soft power dalam mempengaruhi target 

 
Sumber:  Joseph S. Nye, 2011, pp. 94-95 
 

Dapat dipahami bahwa soft power memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah hasil 

yang di motori oleh keinginan untuk mencapai kepentingan nasional dari sebuah negara dan 

dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Soft power inilah 

yang kemudian memperkuat pemahaman mengenai diplomasi sebagai cara untuk melakukan 

interaksi dengan negara lain dalam mencapai suatu tujuan yang didasari pada keinginan 

suatu negara demi mencapai kepentingan nasionalnya. 

 

Model 1 
Efek Langsung 

Sumber daya -> elite/pemerintah -> daya tarik -> keputusan elite/pemerintah 
-> hasil 

 
Model 2 

Efek Tidak Langsung 
Sumber daya -> publik -> daya tarik/menolak -> mengizinkan atau 
mengacuhkan lingkungan hidup -> keputusan elite/pemerintah 
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1.6.4. DIPLOMASI PERTAHANAN  

Diplomasi bidang kerjasama pertahanan menurut Winger (Winger, 2014, p. 1) adalah 

sebuah cara damai institusi pertahanan dari suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan 

institusi pemerintahan dari negara lain dalam maksud dan tujuan untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan, diplomasi pertahanan juga merupakan konsep soft power yang merujuk 

pada konsep Nye dalam menjelaskan cara dari soft power dalam mempengaruhi targetnya. 

Diplomasi pertahanan menggunakan aplikasi secara langsung dari soft power, sebagai 

berikut: 

Model langsung: 
Sumber daya > pemerintah > keputusan elite/pemerintah 

 
Diplomasi secara tradisional seperti kunjungan kenegaraan, konferensi internasional 

merupakan tindakan “langsung” dari soft power, dikarenakan ia merupakan hubungan antara 

pemerintah dengan pemerintah dalam mencapai hasil yang diinginkan. Winger juga 

selanjutnya mengaitkan diplomasi pertahanan melalui perspektif statecraft, dengan melihat 

kerjasama antara Inggris dan China, yang merupakan aplikasi langsung dari soft power. 

Metode langsung dari diplomasi pertahanan dijelaskan oleh Winger sebagai berikut 

(Winger, 2014, p. 1): 
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Gambar 1. 2 Diplomasi Pertahanan sebagai tindakan Soft Power 

 
Sumber: Winger, 2014 
 

Selain penjelasan mengenai Winger terdapat juga pengertian diplomasi yang 

memiliki hubungan terkait dengan diplomasi pada bidang pertahanan. 

Diplomasi pertahanan menurut Hartono mengatakan bahwa diplomasi pertahanan 

tradisional memiliki pengertian sebagai kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara 

dalam upaya untuk mencari teman atau aliansi. Perkembangan diplomasi pertahanan pasca-

tradisional kemudian memiliki tujuan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain 

untuk mengurangi ketidakpastian di lingkungan internasional, dan terdapat penambahan 

varian di dalam diplomasi pertahanan meliputi confidence building measure (CBM), 

kapabilitas pertahanan, dan indsutri pertahana (Hartono, 2011, p. 9).  

Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster menjelaskan bahwa diplomasi 

pertahanan yang lama menekankan pada tujuan untuk pembalasan terhadap musuh, dan 

diplomasi pertahanan yang baru lebih menekankan pada kerjasama terhadap negara yang 

Military Statecraft

Coercive Power (Hard 
Power)

Coercive Diplomacy

Use of Force

Incentive Power 
(Economic Power)

Security Guaruntees

Arms Sales and Transfer

Cooptive Power (Soft 
Power)

Public Diplomacy  
(Indirect Method)

Developement Programs, 
humanitarian aid, disaster 

relief, ship visit

Defense Diplomacy 
(Direct Method)

Officer Exchange, joint 
excercise, training 
missioon, diplomat 
misson, ship visit
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memiliki potensi sebagai musuh, mendorong demokrasi, pemerintahan yang baik dan 

kemanusiaan dan memungkinkan negara untuk dapat berhadapan dengan masalah 

keamanan-nya (Andrew Cottey, 2004, p. 8). 

Diplomasi pertahanan mengalami perubahan seiring berkembangnya jaman, seperti 

dijelaskan sebelumnya dapat dipahami bahwa diplomasi pertahanan telah berkembang ke 

arah yang lebih kompleks dan variatif yang meliputi hal confidence building measure/CBM, 

kapabilitas pertahanan, industri pertahanan, mendorong nilai demokrasi, perdamaian dan isu 

keamanusiaan. 

1.6.5. KONSEP-KONSEP MENGENAI DIPLOMASI PERTAHANAN 

Konsep-konsep mengenai diplomasi kerjasama pertahanan adalah sebagai berikut: 

1.6.5.1.  Konsep Diplomasi Pertahanan Idil Syawfi  

Seperti yang disebutkan oleh Multazam (Multazam, 2010, p. 18) mengutip dari 

Idil Syawfi (Syawfi, 2009, p. 19), menjelaskan bahwa keberhasilan diplomasi 

pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan, 

dan pembangunan. Namun secara parsial terdapat tiga karakter utama dari diplomasi 

pertahanan, yaitu:  

1) Diplomasi Pertahanan untuk confidence building measure, yang terdiri 

dari (Multazam, 2010, p. 19):  

a) Kunjungan kenegaraan 
b) Dialog dan konsultasi 
c) Saling tukar informasi strategis 
d) Pembatasan kapabilitas pertahanan 
e) Deklarasi kerjasama strategis 
f) Pertukaran perwira 
g) Pendidikan militer 
h) Kesepakatan hubungan baik 
i) Latihan militer bersama 

 
2) Diplomasi pertahanan untuk kapabilitas pertahanan, yang terdiri dari 

(Multazam, 2010, p. 20): 
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a) Usaha-usaha kerjasama strategis menyangkut dalam hal bantuan 
militer 

b) Pembelian alutsista dan kredit ekspor 
c) Pembangunan yang dimaksud seperti pangkalan militer 
d) Pemberian asistensi atau security umbrella, dari negara core 

terhadap negara periphery maupun sebaliknya 
 

3) Diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan, yang dilakukan 

melalui cara sebagai berikut (Multazam, 2010, p. 20):  

a) Kerjasama strategis antara kedua negara dalam hal yang 
bersangkutan dengan produksi senjata 

b) Kerjasama strategis antar negara, berkaitan pada pengembangan dan 
penelitian persenjataan 

c) Pemberian lisensi 
d) Investasi di bidang industri pertahanan 
e) Aktivitas transfer teknologi 

 
Pada konsep yang dijelaskan oleh Syawfi, terdapat tiga pokok utama dalam 

aktivitas diplomasi pertahanan, yaitu untuk meningkatkan confidence building 

measures/CBM, kapabilitas pertahanan, dan industri pertahanan. Ketiga hal tersebut 

dicapai melalui hubungan kerjasama antar negara baik dalam bentuk kerjasama 

bilateral maupun multilateral. 

1.6.5.2. Konsep Diplomasi Pertahanan menurut Andrew Cottey dan 

Anthony Forster  

Cottey dan Forster dalam bukunya Reshaping Defence Diplomacy: New Roles 

Of Military Cooperation And Assistance, mengemukakan pendapat mengenai 

pandangan terhadap diplomasi pertahanan, bahwa diplomasi pertahanan telah 

mengalami perubahan, dimana diplomasi pertahanan saat ini tidak hanya 

berkedudukan pada peran politik yang seutuhnya dalam mendukung pasukan 

bersenjata dan keamanan aliansi, tetapi juga sebagai maksud untuk mengejar tujuan 

dan sasaran dari kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri yang lebih luas. 
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Diplomasi pertahanan mencakup begitu banyak aktivitas atau kegiatan yang 

sebelumnya disebut sebagai kerjasama militer atau asistensi militer, yang dijelaskan 

oleh Cottey dan Forster pada tabel berikut (Andrew Cottey, 2004, pp. 6–7): 

Tabel 1. 6 Aktifitas Diplomasi Pertahanan 

No Aktifitas Diplomasi Pertahanan 
1. Kontak bilateral dan multilateral antara senior militer dan petugas 

pertahanan sipil 
2. Perjanjian dari atase pertahanan ke negara asing 
3. Pelatihan militer negara asing dan personel pertahanan sipil 
4. Persedian ahli dan saran pada pengendalian secara demokratis 

terhadap pasukan bersenjata, manajemen pertahanan dan area 
teknis militer 

5. Kontak dan pertukaran antara personel dan unit militer dan 
kunjungan kapal 

6. Penempatan personel militer dan sipil pada kementerian 
pertahanan negara mitra atau pasukan bersenjata 

7. Penyebaran/penempatan tim pelatihan 
8. Penyediaan perlengkapan militer dan bantuan materiil 
9. Pelatihan bilateral dan multilateral untuk tujuan latihan 
10. Perjanjian kerjasama bilateral pertahanan 

Sumber: A. Cottey & Forster, 2004, pp.6-7 

Dalam sejarah kerjasama dan asistensi militer secara luas merupakan bagian 

dari politik internasional, politik balance-of-power dan pengejaran kepentingan 

nasional dalam arti sempit. Negara melakukan perjanjian kerjasama pertahanan, dan 

menyediakan asistensi militer pada negara lain dengan maksud untuk mengimbangi 

atau menghalangi musuh, mengatasi pengaruh dari lingkungan, mendukung rezim 

yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau mempromosikan 

kepentingan perdagangan seperti, perdagangan persenjatan atau hubungan 

perdagangan yang lebih umum (Andrew Cottey, 2004, p. 7). 

Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster kemudian terbagi menjadi 

tiga bagian yang merupakan butir-butir yang menjelaskan mengenai tujuan/goals dari 

diplomasi pertahanan itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Andrew Cottey, 2004, p. 7): 
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1) Strategic Engagement 

2) Promoting Democratic Civil-Military Relations 

3) Enchancing Peacekeeping Capabilities 

Strategic Engagement merupakan usaha untuk mencegah terjadinya konflik, 

melalui kerjasama dan asistensi militer, yang sejak tahun 1990 peningkatan hubungan 

kerjasama dan asistensi militer mengalami peningkatan, tetapi bukan merujuk pada 

peran tradisional sebatas untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan aliansi, tapi 

lebih merujuk pada untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan lawan politik 

atau yang memiliki kemungkinan untuk menjadi lawan politik dan bertujuan 

mencegah terjadinya konflik. Diplomasi pertahanan dapat berkontribusi pada 

pencegahan konflik melalui beberapa cara, yaitu  (Andrew Cottey, 2004, pp. 15–17): 

1) Memberikan tanda dan komitmen untuk mengembangkan hubungan 

kerjasama 

2) Mempromosikan transparansi militer dan mengurangi kesalahpahaman 

3) Mengenalkan dan persamaan persepesi untuk kepentingan bersama 

4) Mengubah pola pikir rekan kerjasama militer 

5) Mensosialisikan kerjasama militer  

6) Asistensi pertahanan 

Democratic civil-military relations memiliki cakupan politis dan dukungan 

materil pembaharuan dan nilai demokrasi, dorongan untuk mencegah kembalinya 

terhadap sikap otoriter, dan teknis praktis dan asistensi militer terhadap 

pengembangan institusi dan norma yang demokratis. Diplomasi pertahanan dapat 

membantu dalam mengenalkan democratic civil military relations di beberapa jumlah 

area spesifik, yaitu (Andrew Cottey, 2004, pp. 33–34): 

1) Pengendalian politisi sipil terhadap militer (dewan keamanan nasional, 

kementerian pertahanan, atau semacamnya) 
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2) Pengendalian demokratis sipil terhadap kebijakan pertahanan (kementerian 

pertahanan) 

3) Legislative/parliamentary oversight (melibatkan peranan legislative dan 

parlementer dalam mengawasi kebijakan pertahanan, untuk mengurangi 

peluang terjadinya kelalaian dalam pembuatan kebijakan) 

4) Peraturan hukum, kemanusiaan dan keadilan: memastikan ketundukan 

kebijakan pertahanan terhadap peraturan yang menyangkut hukum, 

menghormati perihal kemanusiaan dan keadilan. 

5) Keterkaitan Lembaga sipil: melibatkan transparansi militer dan kebebasan 

dalam informasi militer, anggaran pertahanan dan pasukan bersenjata 

terhadap, lembaga penelitian, advokasi think-tank, kelompok kampanye, 

dan independensi media yang memiliki keahlian di bidang pertahanan. 

Peace-keeping capabilities usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menjaga perdamaian, pada tahun 1990 penggunaan militer tidak hanya secara 

langsung mengenai usaha untuk melawan musuh eksternal maupun internal, tetapi 

lebih kepada masalah perdamaian yang lebih umum, yang memiki tujuan 

meningkatkan confidence building dan menduduki posisi yang memiliki tujuan untuk 

mempromosikan nilai demokrasi, good governance dan isu kemanusiaan. 

1.7. KONSEP DIPLOMASI PERTAHANAN YANG DIGUNAKAN PADA 
PENELITIAN INI 

 
Dalam menjelaskan keberhasilan diplomasi pertahanan Indonesia dengan Belanda 

dalam mencapai kepentingan pertahanan nasional Indonesia, peneliti menggunakan konsep 

Diplomasi Pertahanan menurut Cottey dan Forster. Untuk itu penulis akan menjelaskan 

keterkaitan konsep yang digunakan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan dan 
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menunjukan bahwa konsep diplomasi pertahanan tersebut relevan untuk melakukan analisis 

terhadap topik penelitian. 

Konsep diplomasi pertahanan yang dipaparkan oleh Cottey dan Forster memiliki 

indikator-indikator yang cukup jelas, seperti Kerjasama Strategis (Strategic Engagement) 

dalam mencapai rasa saling percaya atau confidence building, promosi nilai demokrasi 

(promoting democaratic civil-military relations) dalam upaya kerjasama pengembangan 

bidang pertahanan dan juga usaha dalam menjaga perdamaian (peacekeeping capabilities) 

ketiga indikator tersebut memiliki pokok pemikiran yang relevan dengan Buku Putih 

Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pembangunan di 

bidang kerjasama internasional dilakukan dalam bentuk bilateral maupun multilateral 

mengacu pada kebijakan politik luar negeri bebas-aktif, dan membangun kepercayaan 

(confidence building measures/CBM), pembangunan kapasitas (capacity building), turut 

serta dalam mewujudkan perdamaian, pelatihan dan Pendidikan, serta upaya-upaya dialog 

strategis pertahanan, dialog keamanan dan kemitraan strategis kebijakan pemerintah 

(Kemhan RI, 2015, p. 42). Sehingga penulis beranggapan keberhasilan dari diplomasi 

pertahanan selanjutnya dapat dilihat melalui indikator diplomasi pertahanan yang di jelaskan 

oleh Cottey dan Forster yang mana indikator tersebut merupakan tujuan atau sasaran dari 

diplomasi pertahanan, dan penulis berasumsi bahwa konsep dari Cottey dan Forster relevan 

untuk dijadikan acuan dalam melihat sejauh mana keberhasilan diplomasi pertahanan yang 

dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda, yang sekaligus juga dapat menjawab rumusan 

masalah penelitian. 

1.8. KERANGKA KONSEPTUAL 
 

Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster kemudian terbagi menjadi tiga 

bagian yang merupakan butir-butir yang menjelaskan mengenai tujuan/goals dari diplomasi 

pertahanan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:  
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1. Strategic Engagement 

Strategic Engagement atau kerjasama startegis merupakan dimensi dari 

konsep diplomasi yang berkenaan pada pengadaan hubungan kerjasama yang 

menunjukan adanya komitmen kerjasama pertahanan, dengan tujuan untuk 

mendukung adanya keadaan damai dan kestabilan dalam hubungan antar negara, 

sekaligus usaha untuk meminimalisir peluang terjadinya konflik antar negara. 

Terciptanya kesepakatan atau komitmen kerjasama pertahanan menunjukan bahwa 

diplomasi pertahanan berhasil mencapai tujuan dan sasaran pada dimensi kerjasama 

strategsi. 

2. Promoting Democratic Civil-Military Relations 

Promoting democratic civil-military relations, pada bagian ini diplomasi 

pertahanan diharapkan dapat mendorong nilai-nilai demokrasi yang di dalamnya 

terdapat proses pengembangan institusi, norma yang mengarah pada nilai 

demokrasi. Bila dimensi ini terdapat dalam hubungan kerjasama diplomasi 

pertahanan makan tujuan/sasaran dari diplomasi pertahanan tercapai. 

3. Enchancing Peacekeeping Capabilities 

Enchancing peacekeeping capabilities atau pengembangan kapabilitas 

perdamaian, merupakan dimensi yang menjelaskan tujuan diplomasi pertahanan 

sebagai cara untuk mendorong terjaganya kestabilan kawasan (namun tidak 

terabatas pada hubungan Kerjasama regional), perdamaian melalui kerjasama 

pertahanan yang didasari pada proses confidence building, seperti yang terdapat 

pada dimensi kerjasama strategis. Sehingga bila terdapat unsur tersebut pada 

hubungan diplomasi pertahanan maka dapat dikatakan diplomasi pertahanan 

tersebut sesuai sasaran/tujuan atau efektif. 

1.9. KERANGKA PEMIKIRAN 
 

Uraian yang sebelumnya telah dibahas memberi pemahaman mengenai diplomasi dan 

khususnya aktivitas diplomasi pertahanan yang dapat juga dikaitkan pada kebijakan 

kerjasama bilateral pemerintah. Sehingga pemikiran-nya adalah apabila konsep diplomasi 

pertahanan dapat menunjukan sasaran dan tujuan, maka dapat juga secara khusus digunakan 

dalam melihat efektifitas diplomasi pertahanan, yaitu efektivitas diplomasi pertahanan 

Indonesia dan Belanda yang terjadi dalam proses kerjasama pertahanan kedua negara pada 
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Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia dan Belanda tahun 2014-

2019. 

Pada parameter pertama yaitu kerjasama strategis, komitmen kerjasama antara kedua 

negara dapat dilihat pada tercapainya kesepakatan kerjasama melalui MoU 2014-2019 

tentang kerjasama Pertahanan. Dialog strategis NIST (Netherland-Indonesia Strategic Talks) 

sudah berjalan 3 sesi (2016, 2017, dan 2018). Kerjasama pembuatan Kapal, dan penyerahan 

PKR-1/KRI R.E Martadinata-331 dan PKR-2/KRI I Gusti Ngurah Rai-332. 

Pada parameter kedua promosi nilai demokrasi pada hubungan sipil-militer, 

indikasi tercapainya sasaran pada parameter kedua ialah adanya peran Kementerian 

Pertahanan menjadi lembaga pemerintahan dalam mengendalikan kegiatan militer 

Kebijakan militer diatur oleh Kementerian Pertahanan Dewan Permusyawaratan Rakyat 

(DPR) menjadi pengawas kebijakan pertahanan yang di keluarkan oleh Kementerian 

Pertahanan Tujuan Nasional pertahanan Indonesia merujuk pada UUD NRI 1945. 

Parameter ketiga atau terakhir kapabilitas dalam usaha mengembangkan 

perdamaian, indikasi sasaran ini terpenuhi ialah adanya kerjasama yang terjalin atas dasar 

keinginan untuk menciptakan atau mendorong terwujudnya perdamaian, pada hubungan 

kerjasama Indonesia dan Belanda dapat dilihat pada nota kesepahaman kerjasama 

pertahanan kedua negara didasari pada komitmen untuk menjaga perdamaian global dan 

bukan didasari pada niatan yang bersifat ofensif (menyerang) namun pertimbangan dalam 

kesepakatan MoU Kerjasama Pertahanan Indonesia-Belanda di dasarkan pada pertimbangan 

perdamaian dan keamanan internasional. 

Dalam melihat efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dan Belanda penulis 

menggunakan konsep dari Cottey dan Forster. Namun penulis juga ingin mengaitkan 

diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan kebijkaan pembangunan pertahanan 

di bidang kerjasama internasional yang merujuk pada Buku Putih Pertahanan RI tahun 2015, 
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Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015 menjelaskan bahwa pembangunan 

kerjasama internasional diarahkan pada peningkatan kerjasama pertahanan secara bilateral 

maupun multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri bebas-aktif, sekaligus 

memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerjasama 

internasional yang dimaksud ialah kerjasama yang membangun kepercayaan (Confidence 

Building Measure/CBM), pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta 

mewujudkan perdamaian dunia, Pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya 

diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan 

strategis sesuai kebijakan pemerintah (Kemhan RI, 2015, p. 42). 

Secara ringkas kebijakan pembangunan pada kerjasama di bidang internasional yang 

terdapat pada Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2015, memiliki postur yang 

serupa dengan konsep diplomasi pertahanan Cottey dan Forster, sehingga dapat disimpulkan 

apabila konsep diplomasi pertahanan yang diajukan oleh Cottey dan Forster terpenuhi, maka 

sinergi antara konsep diplomasi pertahanan dan kepentingan nasional pertahanan Indonesia 

telah selaras, dan menunjukan efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia yang sesuai 

dengan tujuan/sasaran dari diplomasi pertahanan.  

Kerangka pemikiran yang sebelumnya telah dijabarkan di atas, menghasilkan alur 

pemikiran yang berupa sebuah gambaran pada gambar 1.3.  
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Gambar 1. 3 Alur Pemikiran 
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1.10. HIPOTESIS DESKRIPTIF 
 

Berdasarkan uraian pemikiran dan data yang telah dijelaskan sebelumnya penulis 

mengajukan rumusan hipotesis deskriptif pada penelitian ini yaitu diplomasi pertahanan 

Indonesia pada hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Belanda dalam mencapai 

kepentingan nasional pertahanan Indonesia yang terdapat pada kerjasama nota kesepahaman 

kerjasama pertahanan Indonesia-Belanda tahun 2014-2019 telah terlaksana dengan efektif 

atau berhasil. Hipotesis deskriptif ini selanjutnya akan dibuktikan kebenaranya pada 

penelitian sesungguhnya. 

1.11.  METODE PENELITIAN 
 

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, untuk dapat mengelola dan juga 

menunjukan cara analisis untuk menjawab rumusan masalah, maka digunakan Metode 

penelitian sebagai berikut. 

1.11.1. Jenis Penelitian 

Sumber data utama penelitian ini adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian luar 

Negeri Republik Indonesia, Komisi I DPR RI, dan Atase Pertahanan RI di Den Haag. 

Berhubung jumlah sumber data masih dalam jangkauan teknik pengumpulan data 

wawancara mendalam, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian metode 

deskriptif kualitatif. 

1.11.2. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah bagian yang merupakan gambaran abstrak mengenai suatu 

fenomena yang berdasar dari generalisasi sejumlah karakteristik kejadiaan, keadaan, 

kelompok atau individu tertentu (Masri Singarimbun, 1989). Setelah memahami definisi 

konsep maka terdapat beberapa konsep di dalam penelitian ini yaitu: 
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1) Efektivitas Diplomasi Pertahanan yang dimaksud pada penelitian ini ialah, 

keberhasilan aktivitas diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, 

dengan melihat terpenuhi atau tidaknya tujuan/sasaran dari diplomasi pertahanan 

2) Diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster terbagi menjadi tiga butir-butir 

yang menjelaskan mengenai tujuan/goals dari diplomasi pertahanan itu sendiri, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Strategic EngagementPromoting 

b) Democratic Civil-Military Relations 

c) Enchancing Peacekeeping Capabilities. 

3) Pembangunan bidang kerjasama internasional merujuk pada Buku Putih 

Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015. Bentuk kerjasama internasional yang 

dimaksud ialah kerjasama yang membangun kepercayaan (Confidence Building 

Measure/CBM), pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta 

mewujudkan perdamaian dunia, Pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya 

diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan 

strategis sesuai kebijakan pemerintah 

4) Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia dan Belanda tahun 

2014-2019 adalah nota kesepahaman yang di sepakati oleh Indonesia dan Belanda 

sebagai bukti tertulis adanya ikatan kerjasama di bidang kerjasama pertahanan dan 

sekaligus menjadi batasan pembahasan pada penelitian. 

5) Hubungan Bilateral Indonesia dan Belanda, Indonesia diwakili oleh Kementerian 

Pertahanan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berkepentingan dalam 

segala kegiatan terakait Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan Indonesia dan 

Belanda tahun 2014-2019. 

1.11.3. Fokus Penelitian 

Setelah memahami dan mengetahui definisi konsep diplomasi pertahanan dan 

parameter atau indikator yang menunjukan dari tujuan dari diplomasi pertahanan, maka 

penulis menjelaskan fokus penelitian ini untuk menjelaskan efektivitas diplomasi pertahanan 

Indonesia pada tabel 1.6. 
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Tabel 1. 7 Fokus Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Deskripsi 

Efektivitas 
Diplomasi 
Indonesia 

(Studi 
Kerjasama 
Bilateral 

Indonesia-
Belanda Dalam 

Mencapai 
Kepentingan 
Pertahanan 
Indonesia) 

 

a. 

Strategic 
Engagement 
(Kerjasama 

Strategis) 

1. Komitmen kerjasama  Kesepakatan kerjasama militer 

2. Transparansi militer 

1. Diskusi tingkat tinggi mengenai kebijakan 

pertahanan 

2. Doktrin militer yang mengarah pada 

keinginan defensif (bertahan) bukan ofensif 

(menyerang) 

3. 
Persamaan persepsi 

kepentingan pertahanan 

 Menguatkan persamaan kepentingan dalam 

kerjasama pertahanan 

4. 
Menyamakan pola pikir 

dalam kerjasama 

 Mengubah pandangan negatif pada mitra 

kerjasama menjadi pandangan yang bersifat 

positif 

5. 
Sosialisasikan kegiatan 

kerjasama militer 

 Tindakan solidaritas kerjasama untuk rasa 

saling percaya pada hubungan kerjasama 

pertahanan 

6. Asistensi kerjasama militer 

1. Pertukaran perwira militer 

2. Pendidikan dan pelatihan 

3. Konferensi 

b. 

Promoting 
Democratic 
Civil-Military 
Relation 

(mempromosikan 

hubungan 

demokratis sipil-

militer) 

1. 
Pengendalian politisi sipil 

terhadap militer 

1. Konstitusi yang memiliki prinsip demokratis 

2. Menciptakan rentetan kebijakan yang 

merefleksikan prinsip demokratis 

3. Menciptakan institusi yang mengatur tentang 

pertahanan 

2. 

Pengendalian demokratis 

sipil terhadap kebijkaan 

pertahanan 

1. Manajemen kebijakan pertahanan  

2. Pengembangan manajemen kebijakan 

pertahanan  

3. Pengendalian terhadap anggaran pertahanan 

4. Pelatihan bagi petugas sipil 
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3. 
Pengawasan oleh lembaga 

Legislatif/parlemen 

1. Menciptakan parlemen urusan kerjasama luar 

negeri dan komite pertahanan/keamanan  

2. Lembaga legislative berperan dalam 

mengijinkan Penyetujuan undang-undang 

oleh parlemen 

3. Anggaran Pertahanan 

4. penggunaan militer baik di dalam dan luar 

negeri 

5. Memperbolehkan parlemen/legislative 

ataupun komitenya untuk mendapatkan 

informasi 

6. Mendengarkan dan melakukan interview 

terhadap personel 

7. Publikasi laporan parlementer 

4. 

Peraturan hukum 

berlandaskan kemanusiaan 

dan keadilan 

1. Pengajuan pasukan bersenjata dan eksekutif 

yang berlandaskan pada aturan hukum 

2. Membentuk sistem hukum dan sistem 

pengadilan yang relevan 

3. Mengembangkan budaya yang menghormati 

hak kemanusiaan di dalam angkatan 

bersenjata 

4. Komitmen untuk tidak melakukan tindakaan 

kekerasan dan penyalahgunaan oleh pasukan 

bersenjata 

5. Keterkaitan lembaga sipil 

1. Transparansi dan kebebasan dalam 

mendapatkan informasi terkait anggaran 

pertahanan 

2. Pengembangan isntitusi riset independen, 

think-tank, advokasi, grup kampanye 
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3. Media independen dan bebas yang memiliki 

keahlian pada bidang keamanan dan 

pertahanan 

c. 

Peacekeeping 
Capabilities 

(kapabilitas 

dalam 

pemeliharaan 

perdamaian) 

1. 
Melibatkan kerjasama militer 

pada isu perdamaian 

 Partisipasi angkatan bersenjata dalam 

aktivtias perdamaian dunia 

2. 

Mendorong nilai-nilai 

kemanusiaan dan keadilan 

pada kebijakan kerjasama 

pertahanan 

 Komitmen menjaga perdamaian dan 

keamanan global 
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1.11.4. Jenis dan Sumber Data 

Ditinjau dari jenisnya data yang akan diperoleh pada penelitian ini berasal dari sumber 

yang masih dapat dijangkau yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Komisi I DPR RI, dan Atase Pertahanan RI 

di Den Haag, maka jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

Menurut Al Fatih ada 2 hal terkait data, yaitu berdasarkan pada jenisnya dan sumber 

perolehannya (Alfatih, 2015, p. 67) 

1.Berdasarkan jenisnya yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yaitu: 

• Data kualitatif yang berupa kata, frase atau kalimat.  

• Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau gambar (numeric and 

graphic). 

2.Berdasarkan dari sumber perolehannya, yaitu data primer dan data sekunder.  

• Data primer merupakan data yang dikumpulkan/diperoleh langsung dari 

sumbernya, seperti data yang didapat dari wawancara terstruktur (structured 

interview), penyebaran kuisoner, observasi lapangan, atau secara perhitungan.  

• Data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak lansung (yang diperoleh 

dari pihak kedua atau ketiga, seperti data yang diperoleh dari dokumen: laporan, 

catatan, jurnal, majalah, papan tulis, makalah, prosiding, arsip dan lain 

sebagainya 

SUMBER DATA 

Dalam proses pengumpulan data peneliti akan melakukan pengumpulan data dalam 

wujud data primer dan sekunder: 

1) Data primer merupakan data yang akan diperoleh dari wawancara mendalam, 

terkait topik pembahasan pada penelitian ini, untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam dan secara konkrit agar dapat berkontribusi terhadap penelitian ini. 

Data wawancara akan bersumber dari staf/petugas di Ditjen Kerjasama 

Internasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, staf/petugas sub-

direktorat Eropa I Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, anggota Komisi 

I DPR RI dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag. 
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2) Data sekunder merupakan data yang akan diperoleh dari, studi kepustakaan (buku, 

jurnal, dan laporan penelitian) dan juga data yang diperoleh dari dokumen resmi 

sub-direktorat Eropa I dan Ditjen Kerjasama Internasional, media elektronik, 

cetak, dan lain-lain, yang berkaitan pada topik penelitian. 

1.11.5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel untuk penelitian ini maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1) Wawancara mendalam (in depth interview): melakukan tanya jawab panjang lebar 

antara peneliti dan sumber data, yang dibantu dengan pedoman wawancara 

2) Studi dokumentasi: memperoleh data yang dapat berkontribusi terhadap penelitian 

yang diperoleh dari, buku, jurnal, laporan penelitian, maupun arsip-arsip yang 

tersedia dan juga melalui media elektronik seperti website resmi dan dokumen 

elektronik yang diperoleh dari internet. 

1.11.6. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data perlu dicapai untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan 

benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. 

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif meliputi uji, 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(realibilitas) dan confirmability (obyektivitas). Uji kredebilitas data yakni dengan 

melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan 

bahan referansi lain, dan member check (Sugiyono, 2012, p. 366). Pada penelitian ini lebih 

mengutamakan uji kredibilitas data yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan member 

check. 

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016, p. 270) Dalam 
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penelitian ini triangulasi sumber yang dilakukan penelitian ialah dengan melakukan 

wawancara terhadap setiap informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. 

1.11.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya 

di dapat pada bagian rumusan masalah, ialah dengan menggunakan Teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Dimana peneliti hanya akan menggali data dan informasi yang berasal 

dari sumber data mengenai faktor-faktor yang memiliki kaitan dan mempengaruhi 

efektivitas diplomasi pertahanan yang ada pada hubungan kerjasama pertahanan antara 

Indonesia dengan Belanda. Proses dan tahapan menurut Miles dan Huberman (Matthew B. 

Miles, 1994, p. 16) adalah:  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian 

data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya akan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, atau mencarinya bila 

diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Sesudah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data dilakukan dalam teks yang bersifat naratif, bagan dan matriks. 

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang 

terjadi, merencanakan apa yang akan dikerjakan selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah berikutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang cukup mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan 

yang kredibel. 
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Langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini selanjutnya akan 

disajikan pada gambar 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. 4 Teknik Analisis Data Kualitatif Efektivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia [Studi 
Terhadap Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan 
Indonesia] (Sumber: Miles dan Huberman, p.19) 
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